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BAB 11
TINJUAN PUSTAKA

2.1 Tinjaun Yuridis

Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan
berasal dari kata tinjau yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau
mendapat akhiran menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian
kata tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan
analisa secara sistematis. Sedangkan yuridis diartikan sebagai menurut hukum
atau yang ditetapkan oleh undang-undang. Jadi, tinjauan yuridis dapat diartikan
sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan

yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau

berdasarkan hukum dan undang-undang']I —

Tinjauan yur?:lls berdasarkan kamus hukum berarti menurut hukum atau
secara hukum Péngertian tlnjauan yurldls dari para ahli, adalah hukum kata ini
banyak dlgunakan .untuk aspek tlnjauan yuridis. D| Indonesna Aspek tinjauan
yuridis adalah aspek hukum Pancasna Dalam hal penullsan karya ilmiah
pengertian tlnjauan yurldi‘s adalah segala hal yarfg mgmlhRVartl hukum dan
disahkan oleh pemerm;ah3 Berdasarkan pengertian d| ’&tas kajlan tinjauan yuridis

dapat disimpulkan menjadl penyelldlkan tentang sesuatu secara hukum.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Warls
2.2.1 Pengertian Hukum Waris .
Hukum waris adalah perpindahan dari sebuah harta kekayaan seutuhnya,
jadi keseluruhan hak-hak dan wajib-mewajib, dari orang yang mewariskan kepada
warisnya. Pendapat ini hanya difokuskan kepada pemindahan harta kekayaan dari

pewaris kepada ahli warisnya®.

' Arya Fitri, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika
http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/9158/SKRIPS1%20LENGKAP-PIDAN
A-ARY A%20FITRI.pdf, diakses pada tanggal 26 Februari 2022

2 Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi lux, Semarang,
Widya Karya, 2011, him. 644

® Pengertian Menurut Para Ahli, Pengertian Yuridis,_ http://www.pengertianmenurutp
araahli.com/pengertian-yuridis/, diakses pada tanggal 26 Februari 2022

* Salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis, Jakarta, Sinar Grafika Offset,2008,Cet ke-
5,hal 137
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A. Pitlo berpendapat bahwa hukum waris adalah kumpulan peraturan yang
mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai
pemindahan kekayaan yang ditinggalkan dan akibat dari pemindahan ini bagi
orang-orang yang memperolehnya baik dalam hubungan antara mereka dengan
mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga®.

Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai
kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang
ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang
memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun
dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga. Kekayaaan yang
ditinggalkan oleh simati itu adalah merupakan suatu kumpulan aktiva dan pasiva,
yang dinamakan harta peninggalan atau warisan

Dalam hukum waris berlaku® suatu- asas, bahwa hanyalah hak-hak dan
kewajiban- kewajlban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang
dapat dlwarlskan Apablla seseorang menlnggal dunla maka seketlka itu juga
segala hak dan kewajlbannya Peralih pada ahllwarlsnya Asas tersebut tercantum
dalam suatu pepaIah peranms yang-berbunyi-: “le mosrt salst le vit”. Sedangkan
pengoperan segala hak. dan kewajlban dari-si menlnggaL oleh para ahliwaris itu
dinamakan “saisne i Ahh warls meneruskan dirisi matl sebagal subjek hukum’

Hukum waris adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari
kematian seseorang terhadap harta 'kekéyéan yang berwujud: perpindahan
kekayaan dari sipewaris dan akibat hukum perpindahan kekayaan dari sipewaris
dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris dan akibat hukum
perpindahan tersebut bagi para ahli waris, baik dalam hubungan antara sesama

ahli waris maupun antara mereka dengan pihak ketiga®

% A.Pittlo, 2012. Hukum Waris”, Jakarta, PT Intermasa.hlm 1

® Ibid, him.12

’ Suparman, Hukum Waris Perdata”, Jakarta : Sinar Grafika, 2015, hlm. 23

8 Andy Hartanto, Hukum Waris, Surabaya : Lasbang Justitia, Cetakan Pertama, 2015,
him.9
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2.2.2 Pengertian Ahli Waris

Orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukan hukum mengenai
kekayaanya, orang yang menjadi ahli waris, karena diatur oleh undang-undang
atau karena ditunjuk dengan wasiat. Ahli waris yang menurut undang-undang,
yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah
maupun diluar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama. Ahli waris menurut
wasiat, dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat untuk para ahli warisnya
yang ditunjuk dalam surat wasiat/testamen®.

Menurut pasal 832 KUH perdata yang berhak menjadi ahli waris ialah para
keluarga sedarah, baik sah,maupun luar kawin dan sisuami atau istri yang hidup
terlama’®.

2.2.3 Orang Yang BerhakK'Mewaris ' -
KUH Perdata pasal 852-858 membagl ahli waris karena kematian, dalam

empat golongan T v .
; :

a. Golongan pertama (l) \terdiri darl suamlllsterl dan keturunanGoIongan
pertama adalah suaml atau IStri yang hidup terlama serta anak-anak dan
keturunannya “Jadi dalam pewarisan tldak membedakam lak-laki atau
perempuan dan dengan tldak membedakan urutan kela.hlran

b. Golongan kedua (II) terdlrl darl orang tua saudara dan keturunan saudara
Golongan kedua adalah orang tua (ayah dan ibu) dan saudara-saudara serta
keturunan saudara-saudaranya

c. Golongan ketiga (I11) : terdiri dari leluhur lain-lainnya Golongan ketiga adalah
keluarga dalam garis lurus keatas sesudah bapak dan ibu, seperti kakek dan
nenek, baik dari pihak bapak maupun ibu.

d. Golongan keempat (IV) : terdiri dari sanak keluarga lain-lainnya dalam garis
menyimpang sampai dengan derajat keenam. Golongan IV adalah keluarga
garis kesamping sampai derajat keenam, seperti paman dan bibi dan lainnya.

Ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan sehubungan dengan

penggolongan ahli waris diantaranya®?

® Efendy Perangin, Hukum Waris, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006, him.12
19kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pasal 832
™ Ibid, him.13
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1. Jika tidak ada keempat golongan tersebut, maka harta peninggalan jatuh
kepada negara.

2. Golongan yang terdahulu menutup golongan yang kemudian. Jika ada ahli
waris golongan I, maka ahli waris golongan I1,111,1V tidak menjadi ahli waris.

3. Jika golongan | tidak ada, golongan Il yang mewaris. Golongan Ill dan IV
tidak mewaris. Akan tetapi, golongan Ill dan IV adalah mungkin mewaris
bersama-sama kalau mereka berlain garis.

4. Dalam golongan | termasuk anak sah maupun luar kawin yang diakui sah
dengan tidak membedakan laki-laki/perempuan dan perbedaan umur.

5. Apabila si meninggal tidak meningggalkan keturunan, maupun suami atau
istri, atau juga saudara-saudara, maka warisan harus dibagi dalam dua bagian
yang sama pembagian itu berupa satu bagian untuk sekalian keluarga sedarah
dalam garis S|bapak lurus keatas dan satu bagian Iagl untuk sekalian keluarga

yang sama dalam garls |bu .

2.3 Hukum Ada’t
2.3.1 Pengertian. Hukum Adat O ( Y 4 = 7

Dalam kehldupan seharl harl dlkalangan masyarakat Secara umum istilah
hukum adat sangat jarang “Kita jumpat, dlmasyarakat umum blasanya Kita jumpai
hanya dengan menyebut |st|Iah adat yang 'berartl sebuah kebiasaan dalam
masyarakat tertentu. v :

Hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu
pihak mempunyai sanksi (sebab itu disebut hukum) dan di pihak lain dalam
keadaan tidak dikodifikasi (sebab itu disebut dengan adat)™>. Hukum adat sebagai
kompleks adat-adat yang tidak dikitabkan (tidak dikodifikasi) dan bersifat
pemaksaan (sehingga mempunyai akibat hukum)** Hukum adat sebagai aturan

kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Kehidupan manusia berawal dari

12 | oc.cit, him.13

13 Cornelis van Vollenhoven, Het Adatrecht van Nederlandsch-Indie, Leiden, 2011,
him.21

14 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Jakarta : Rajawali Pers, 2008, him.15
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berkeluarga dan mereka telah mengatur dirinya dan anggotanya menurut
kebiasaan,itu akan dibawa dalam bermasyarakat dan Negara™.

Hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia
dalam hubungan satu sama lain. Hubungan yang dimaksud termasuk keseluruhan
kelaziman, dan kebiasaan serta kesusilaan yang hidup dalam masyarakat karena
dianut dan dipertahankan oleh masyarakat'®

Hukum Adat adalah hukum tak tertulis yang terdiri dari ketentuan-
ketentuan sehari-hari (usance) dan perbuatan-perbuatan terus menerus dilakukan
oleh orang-orang dalam kehidupan dan pergaulan hidup serta diwujudkan secara
nyata tanpa paksaan masyarakat atau bangsa, selama kebiasaan ini diikuti secara
berkesinambungan. Dalam kamus hukum mengartikan bahwa hukum Adat adalah
kebiasaan yang mempunyai akibat hukum (pendekatan hukum Adat/Adatrecht)'’

Menurut Ter\Haar yang terkenal dengan teorinya Besllssmgen leer (teori
keputusan), mengungkapkan bahwa , hukum adatumencakup seluruh peraturan-
peraturan yang menjelma didalam keputusan keputusan para pejabat hukum yang
mempunyai kewibawaan dan pengaruh serta dldalam pelaksanaannya berlaku
secara serta merta dan dlpatuhl dengan-sepenuh hatl oleh mereka{ yang diatur oleh
keputusan tersebut. Keputusan tersebut dapat berupa sebuah persengketaan akan
tetapi juga diambil berdasarkan kerukunan dan muSyawarah Dalam tulisannya
Ter Haar juga menyatakan bahv\/a hukum adat dapat timbul dari keputusan warga
masyarakat'®. 2

Definisi dari hukum adat sendiri adalah suatu hukum yang hidup karena
dia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitrahnya
sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti

hidup itu sendiri®®

!> Hilman Hadikusuma, Antropologi Hukum Indonesia, Bandung : Alumni, 2007, him.7

1 Anto Soemarman, Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang, Jakarta : Adicita
Karya Nusa, 2005, him.21

7 Ahmad Tahali, Hukum Adat Di Nusantara Indonesia, Jurnal : Syariah Hukum Islam,
2018, him.73

'8 anto Simamora, Tugas Makalah Paper Hukum Adat_https://www.academia.edu/5023
8 40/TUGAS MAKALAH PAPER_HUKUM_ADAT/, diakses pada tanggal 01 Maret 2022

19 Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat. Jakarta : Pradnya Paramita, 2008, him.34
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Berikut beberapa Definisi hukum adat yang dikemukakan para ahli
hukum, antara lain sebagai berikut:

1. Prof.Van Vallenhoven, yang pertama kali menyebut hukum adat memberikan
definisi hukum adat sebagai : Himpunan peraturan tentang perilaku yang
berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak yang mempunyai
sanksi (karena bersifat hukum) dan pada pihak lain berada dalam keadaan
tidak dikodifikasikan (karena adat)®®. Abdulrahman , SH menegaskan rumusan
Van Vallenhoven dimaksud memang cocok untuk mendeskripsikan apa
yangdinamakan Adat Recht pada jaman tersebut bukan untuk Hukum Adat
pada masa kini?!.

2. Prof. Soepomo, merumuskan Hukum Adat: Hukum adat adalah synomim dari

hukum yang tidak tertuﬂMlative (statuary law), hukum

yang hidup sebagai konvensi~di badan-be n “Negara (Parlemen,

Dewan Prop da pagai : i sebagai peraturan

mengikat para anggota ma arakat, ‘yang oersifat hukum oleh karena ada

kesadaran keadilan umum, bahWé aturan-aturan/ peraturan itu harus
dipertahankan oleh petugas hukum dan petugas masyarakat dengan upaya

paksa atau ancaman hukuman (sanksi)?

20 y/an Vallenhoven, Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia, Jakara : Jambatan 2008,
him.1

21 Bdulrahman, Hukum Adat Menurut Perundang-undanga Republik Indonesia, Jakarta :
Cendana Press, 2011, him. 18

°2 |bid, him.16

%3 1bid, hIm.16



17

4. Sudjito Sastrodiharjo menegaskan: IImu hukum bukan hanya mempelajari apa
yang disebut das sollen, tetapi pertama kali harus mengingat das sein. Hukum
adat merupakan species dari hukum tidak tertulis, yang merupakan genusnya®*

2.3.2 Proses Terbentuknya Hukum Adat

Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat.
Sejak manusia itu diturunkan Tuhan ke muka bumi, maka ia memulai hidupnya
berkeluarga, bermasyarakat, dan kemudian bernegara. Sejak manusia itu
berkeluarga mereka telah mengatur hidupnya dan anggota keluarganya menurut
kebiasaan mereka®.

Maka dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum itu
mulai dari pribadi manusia yang terus berkembang menjadi kebiasaan dan
kebiasaan menjadi adat dari suatu niasyairakét. ‘Lambat laun masyarakat atau
kelompok-keIompok?nasyarakat menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya
berlaku bagi sempa anggota masyarakat, sehmgga men]adl “,hukum adat” .Jadi
hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dllaksanakan dalam masyarakat
bersangkutan?®. iy 0 - .

Proses terﬁentuknyahukum adat dlbagl menjadl dua aspek yaitu 2’

1. Aspek Sosiologi - T
Pada pr|n5|pnya manu3|a tldak dapat hidup send|ri dan membutuhkan manusia
lainnya karena ‘manusia adalah makluk sosial dan memiliki naluri. Karena
hidup manusia membutuhkan manusia Ialnnya maka setiap manusia akan
berinteraksi dengan manusia lainnya, dan dari interaksi tersebut melahirkan
pengalaman. Dari pengalaman ini akan didapatkan sistem nilai yang dapat

dianggap sebagai hal yang baik dan hal yang buruk.

2 Sudjito Sastrodiharjo, Hukum Adat Dan Realitas Kehidupan, Dimuat Dalam : Hukum
Adat dan Modernisasi Hukum, Skripsi : Fakultas Hukum —Universitas Islam Indonesia, 2010,
him.35

%% Bagus Arista _ http://repo.bunghatta.ac.id/350/4/36%20Y OSUA%20SAMALINGGAI
%20%281610012111011%29%20BAB%20I1.pdf, diakses pada tanggal 01 Maret 2022

%6 Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, CV. Bandar Lampung :
Mandar Maju, 2010, him. 1

2" Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : Rajawali Press, 2006, him.41
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2. Aspek Yuridis

Aspek ini dilihat dari tingkat sanksinya, dari cara tersebut akan tercipta suatu
kebiasaan, dan sanksi atas penyimpangan agak kuat dibanding sanksi
cara/usage. Kebiasaan yang berulang-ulang dalam masyarakat akan
melahirkan standar kelakuan atau moresdi mana sanksi atas penyimpangan
sudah menjadi kuat. Dalam perkembangan standar kelakuan atau moresakan
melahirkan customyang terdiri dari adat istiadatdan hukum adat, dan
sanksinya pun sudah kuat sekali

2.4 Hukum Waris Adat
2.4.1 Pengertian Hukum Waris Adat

Hukum waris merupakanssalah- satusbagian..dari hukum perdata secara
keseluruhan dan me(upakan bagian terkecil dari hukum keluarga Hukum waris
sangat erat kaltannya dengan ruang Ilngkup kehldupan manusia, sebab setiap
manusia pasti ”akan mengalam| peristiwva hukume yang dlnamakan kematian.
Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadlnya peristiva hukum
kematian seseorang, dlantaranya adalah masalah bagalmana “Jpenguasaan dan
kelanjutan hak- hak dan kewanban kewajlban seseorang yang menlnggal dunia itu.

Mengartikany Warls darl sudut ‘hukum  adat, maka pada kenyataannya
sebelum pewaris wafat sudah dapat terjadl per_b_Uatan penerusan atau pengalihan
harta kekayaan waris. Perbuatan penergsan'afau pengalihan harta dari pewaris
kepada waris sebelum pewaris wafat dapat terjadi dengan cara penunjukan,
penyerahan, kekuasaan atau penyerahan pemilikan atas bendanya oleh pewaris
kepada waris”®

Hukum waris adat meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta
kekayaan baik yang materiil maupun immateril yang manakah dari sesorang yang
dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat,

cara, dan proses peralihannya. Hukum waris adat tidak semata-mata hanya akan

%8 Hilman Hadikusuma. Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat,
Hukum Agama Hindu-Islam. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010, him.38
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menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi lebih
luas dari itu®.

Hukum waris adat adalah hukum waris yang memuat tentang harta
warisan, siapa pewaris dan ahli waris, serta cara bagaimana harta warisan (hak
maupun kewajiban) itu dialinkan dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris

adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan keluarga dari suatu

generasi kepada keturunannyaao. Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan
yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda
dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia
kepada keturunannya®

Hukum waris barat sebagaimana }diatur dalam KUHPerdata (BW) yang
menekankan pada adanya"kematian éése_oraagidan adanya kebendaan yang
ditinggalkan serta adanya ahli_ waris..#Sedangkan menurut hukum waris adat
sebagaimana , berlaku di kalangan berbagai masyarakat Indones,la (asli) tidak
hanya mengatur pewarlsan sebagai aklbat kematian seseorang,,tetapl mengatur
pewarisan sebagal ‘akibat dan mengallhkan harta kekayaan balk yang berwujud
atau tidak berWUJud bark yang bernilai-uang atau T,ldak bernllal {iang dari pewaris
ketika ia masih hldup’ atau sudah matl kepada para Warls terutama para ahli

>

warisnya®? , : ‘

Hukum waris adat tidak® mengenal Iegltleme portie, akan tetapi hukum
waris adat menetapkan dasar persamaan hak. Hak sama ini mengandung hak
untuk diperlakukan sama oleh orang tuanya di dalam proses meneruskan dan
mengoperkan harta benda keluarga. Selain dasar persamaan hak, hukum waris
adat juga meletakkan dasar kerukunan pada proses pelaksanaan pembagian,
berjalan secara rukun dengan memperhatikan keadaan istimewa dari tiap waris.
Harta warisan dalam hukum waris adat tidak boleh dipaksakan untuk dibagi antara

para ahli waris. Hukum waris adat menunjukkan corak-corak yang memang

2% Soerojo Wignojodipoero. Pengantar Adat Asas-Asas Hukum Adat, Jakarta : Gunung
Agung, 2010, him.161

%0 Rasyid Ariman, Hukum Waris Adat dalam Yurisprudensi, Jakarta : Balai Aksara, 2013,
him.9

3! Loc.cit, him.18

% Loc.cit, him.18
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typerend bagi aliran pikiran tradisional Indonesia, bersendi atas prinsip-prinsip
yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal dan konkrit dari bangsa
Indonesia®.

Hukum waris adat adalah aturan-aturan yang mengatur mengenai garis
keturunan suatu kelompok masyarakat, begitu juga memuat tentang penerusan
harta kekayaan suatu generasi kepada keturun yang telah dimilikinya, siapa yang
di sebut pewaris beserta warisnya, bagaimana cara harta warisan dialihkan
penguasaan serta kepemilikiannya yang pada awalnya dari pewaris dan ditujukan
kepada warisnya. Pewarisan dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah
meninggal dunia, ahli waris dan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris**.

Hukum waris mengenal tiga macam sistem pewarisan, diantaranya sistem
pewarisan Individual, sistem pewarisah' Mayorat dan sistem pewarisan Kolektif.
Anhli waris menuruf hukum Warls adat adalah waris balu, anak kandung sah dan
tidak sah, anak t|r| dan anak angkat. Warisan dalam arfi* umum merupakan segala
harta yang dltlnggalkan oleh pewarls yang telah menlnggal dunia. Warisan
tersebut dapat berupa harta benda yang “telah dlbagl atau belum terbagi bahkan
harta yang mem‘ang ttd@kv dlbagl Harta warisan men‘urut hukum waris adat adalah
harta asal, harta pencaharlan dan harta pemberian®

Hukum warrs adat d| dlalamnya terdapat adanya kesatuan dan berjenis-
jenis dalam hukum adat IndoneSIa dapat dISUSUn aturan-aturan pokok dan asas-
asas yang sangat umum berlakuknya, t&tapi tldak dapat disusun suatu aturan yang
di semua lingkungan hukum berperangai lahir yang sama. Dalam hukum adat ini
para ahli waris tidak dapat ditetapkan, karena di berbagai daerah itu terdapat
bermacam-macam sistem kekeluargaan. Jadi para ahli warisnya digolongkan
berdasar sifat kekeluargaan masing-masing. Tetapi yang pasti menjadi ahli waris

adalah anak®®. Terdapat tiga unsur dalam hukum waris adat, yaitu®’

% Loc.cit, him.18

** Rimenda Aminarosa Sitepu, Eksitensi Ahli Waris Dalam Hukum Adat Batak Karo di
Surabaya, Jurnal : Novum Volume 05, Nomor 3, 2018, him. 122

* Ibid, him.20

% Tamakiran S, Asas Asas Hukum Waris menurut Tiga Sistem Hukum. Bandung : Pioner
Jaya,2011, him.234

¥ Loc.cit, him.18
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1. Unsur proses

Proses peralihan atau pengoperan pada waris adat sudah dapat dimulai semasa
pemilik harta kekayaan itu masih hidup dan proses itu berjalan terus hingga
keturunannya masing-masing menjadi keluarga-keluarga baru yang berdiri
sendiri (mentas atau mencar di Jawa), yang kelak pada waktunya mendapat
giliran juga untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi (keturunan)
yang berikutnya. Soepomo selanjutnya menyatakan bahwa meninggalnya
bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi
sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan
pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut

2. Unsur benda-benda yang diwariskan

Benda-benda yang di rwujud (matriil) dan tidak

kepadalpara
O

0000\

Jiwariskan
Q0O

3. Unsur generasi —_ . .
Defenisi tentang hut rj§iq;¢il1xepqt 3 Jahwa proses pewarisan itu
berlangsung dari suatu generasi kepada generasi berikutnya. Dalam kesatuan
rumah tangga, yang akan menjadi ahli waris dari seseorang adalah anak-anak
dari orang yang bersangkutan sesuai dengan sistem cara menarik garis
keturunan
Hal yang penting dalam masalah warisan ini adalah bahwa pengertian
warisan itu memperlihatkan adanya tiga unsur yang masing-masing merupakan
unsur yang esensial (mutlak), yakni®:
1. Seorang peninggal warisan yang pada saat wafatnya meninggalkan harta

kekayaan.

%8 Prodjo Jo Hamidjo Jo. Asas-Asas Hukum Waris menurut Tiga Sistem Hukum. Bandung
: Pioner Jaya, 2003, him.280
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2. Seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang
ditinggalkan ini.
3. Harta warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaan “in concreto” yang
ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu.
2.4.2 Asas-Asas Kewarisan Menurut Hukum Waris Adat
Asas-asas kewarisan banyak bersandar kepada sistem kekerabatan dan
kehartabendaan, karena hukum kewarisan suatu masyarakat ditentukan oleh
struktur kemasyarakatan. Sistem kewarisan berdasarkan kepada pengertian
keluarga karena kewarisan ituadalah peralihan sesuatu, baik berwujud benda atau
bukan benda dari suatu generasi dalam keluarga kepada generasi berikutnya.
Hukum waris adat sangatlah erat hubungannya dengan sifat-sifat
kekeluargaan dari pada "masyarakét' ~ hukum™Vyang bersangkutan beserta
pengaruhnya pada '\harta kekayaan "yang ditinggalkan™ dan berada dalam
masyarakat itu. Selaln n.'u hukum waris adat j juga mendapat pengaruh tidak hanya
dari perubahan-perubahan SQSIal mlsalnya yang dlsebabkan makin kuatnya
hubungan kekeluargaan dan makln Iemahnya ikatan kekerabatan tetapi juga dari
peraturan- peraturan hukum asmg sejenis-yang oléh para hakfm agama selalu
diterapkan walaupun pengaruhnya sangat kecil*® " e
Dalam proses pewarlsan pada hukum adat, agar penerusan atau pembagian
harta warisan dapat dilakukan dengan baik, terdapat beberapa asas-asas kewarisan
adat, yaitu*’; '
1. Asas Ketuhanan dan Pengendalian Diri
Asas terkait dengan sila pertama Pancasila yaitu “Ketuhanan Yang Maha
Esa”, yaitu kesadaran bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah maha mengetahui
atas segala-galanya, maha pencipta dan maha adil, yang sewaktu-waktu dapat
menjatuhkan hukumannya, maka apabila ada pewaris yang wafat para waris
tidak akan bersilang selisih dan saling berebut harta warisan. Terbagi atau

tidaknya harta warisan bukan tujuan tetapi yang penting adalah tetap menjaga

%9 | oc.cit, him.20
40 Loc. cit, hIm.19
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kerukunan hidup diantara para waris dan semua anggota keluarga keturunan

pewaris.

. Asas kesamaan Hak dan Kebersamaan Hak

Terkait dengan sila kedua Pancasila “Kemanusiaan yang adil dan beradab”,
dimana dari sila kemanusiaan ini dapat ditarik asas kesamaan hak dan
kebersamaan hak atas harta warisan yang diperlakukan secara adil dan bersifat
kemanusiaan baik dalam acara pembagian maupun dalam cara
pemanfaatannya dengan selalu memperhatikan para waris yang hidupnya
kekurangan.

. Asas Kerukunan dan Kekeluargaan

Terkait dengan sila ketiga Pancasila “Persatuan Indonesia”. Bahwa dari sila
persatuan ini, maka di“dalam hukum- waris “adat dapat ditarik pengertian
mengenai asas \kerukunan suatu -asas yang dlpertahankan untuk tetap
memelihara hubungan kekeluargaan yang tentram da, damal dalam mengurus
menikmati dan memanfaat.kan wansan yang tldak terbag} bagl ataupun dalam
menyelesalkan masalah pembaglan pemlllkan harta warlsan yang terbagi-bagi.
. Asas MusyaWﬁrah dan Mufakat > e ¢ "_,/

Bahwa dalam mengatur dan meyelesaikan harta Wausan tidak boleh terjadi
hal-hal yang berS|fat memaksakan kehendak antara yang satu dan yag lain atau
menuntut hak tanpa memikirkan kepentlngan anggota waris yang lain. Jika
terjadi sengketa diantara para wari§'fiaka 'semua anggota waris baik pria atau
wanita, baik yang tua maupun muda, tanpa kecuali harus menyelesaikannya
dengan bijaksana dengan cara musyawarah dan mufakat dengan rukun dan

damai.

. Asas Keadilan dan Parimirma

Bahwa pewarisan harus menciptakan keadilan bagi semua anggota waris
mengenai harta warisan, baik ahli waris maupun waris yang bukan karena
hubungan darah tetapi karena hubungan pengakuan saudara dan lain
sebagaimananya menurut hukum adat setempat. Dari rasa keadilan masing-
masing manusia Indonesia yang sifatnya Bhineka itu terdapat yang umum

dapat berlaku ialah rasa keadilan berdasarkan asas parimirma, yaitu asas welas
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asih terhadap para anggota keluarga pewaris, dikarenakan keadaan,

kedudukan, jasa, karya dan sejarahnya; sehingga walaupun diperhitungkan

mendapat bagian harta warisan.
Sedangkan menurut Patricia Sarah Pongoh Ada 3 (tiga) unsur-unsur
pewarisan yang terdapat dalam hukum waris adat, yaitu**:

1. Pewaris, yaitu orang atau subjek yang memiliki harta warisan (peninggalan)
selagi ia masih hidup atau sudah meninggal dunia, harta peninggalan akan
diteruskan penguasaan atau pemilikannya dalam keadaan tidak terbagi-bagi
atau terbagibagi. Jenis-jenis pewaris, yaitu:

a. Pewaris laki-laki (bapak), yaitu yang berkedudukan sebagai pewaris
adalah pihak laki-laki, yaitu bapak atau pihak bapak (saudara laki-laki dari
bapak), hal ini terjadi"pada masyarakat yang menarik garls keturunan laki-
laki (masyarakat patrlllnlal)

b. Pewaris perempuan (tbu); yaltu yang berkedudukan sebagal pewaris
adalah plhak perempuan yaitu |bu hal ini terjadl pada masyarakat yang
mempertahankan garls keturunan perempuan (matrlllneal) pewaris
perempuan tefsebutdalam ‘menguasai-dan n‘lengelola ha:rta pusaka tinggi
yang dldamplngl oleh saudara lakilakinya. |

c. Pewaris orangtua (bapak lbu) yaitu yang berkedudukan sebagai pewaris
adalah plhak laki-laki dah perempuan berSama yaitu bapak dan ibu, hal ini
terjadi pada masyarakat yang mempertahankan garis keturunan orangtua
(masyarakat parental). Begitu pula dalam hal jenis harta dan asal usul harta
warisan itu dipengaruhi kedudukan pewaris pada saat ia meninggal dunia.
Apakah harta warisan itu sudah merupakan harta bersama atau masih
bersifat harta bawaan atau harta asal. Jika harta warisan sudah merupakan
harta bersama, sebagai harta suami-istri, maka warisan itu bebas dari
pengaruh hubungan kekerabatan.

2. Ahli waris, dalam hukum waris adat, semua orang yang berhak menerima

bagian dalam harta warisan, yaitu anggota keluarga dekat dari pewaris yang

* Patricia Sarah Pongoh, Analisis Pengaturan Hak Anak Tiri Dalam Mewaris Menurut
Hukum Waris Adat, Jurnal : Lex Privatum Vol. VII/No. 2, 2019, him.129
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berhak dan berkewajiban menerima penerusan harta warisan, baik berupa
barang berwujud maupun harta yang tidak berwujud benda (seperti kedudukan
atau jabatan dan tanggung jawab adat, menurut susunan masyarakat, dan tertib
adat yang bersangkutan). Hal ini tidak terlepas dari pengaruh susunan
kekerabatan yang ada dalam masyarakat adat. Pada masyarakat yang bersifat
patrilinial, matrilineal, dan parental juga dipengaruhi oleh adanya bentuk
perkawinan dengan pembayaran uang jujur (patrilinial), atau perkawinan tanpa
membayar uang jujur (matrilineal), atau perkawinan bebas atau mandiri
(parental). Pada prinsipnya ahli waris dalam hukum waris adat, yaitu
keturunannya. Keturunan adalah orang yang memiliki hubungan darah dengan
si pewaris dengan ahli waris
3. Harta waris, yaitu harta“kekayaan yang akan diteruskan oleh si pewaris ketika
ia masih hidup’ atau setelah a menlnggal dunia, untuk dlkuasal atau dimiliki
oleh para ahll Warrs berdasarkan sistem" kekerabatan dan pewarlsan yang
berlaku dalam masyarakat adat yang bersangkutan Harta warlsan menurut
hukum adat adalah semMua harta yang “dikuasai'suami- |str| selama terikat dalam
ikatan perkay\nnan balk harta  Kkerabat yang dJkuasal/ maupun harta
perseorangan yang,berasal dari-harta warisan," harta hlbah harta penghasilan
sendiri, harta pencarian bersama suami lstn dan barang barang pemberian
hadiah. d
Warisan adalah semua harta bendé'S/éng ditinggalkan oleh seorang yang
meninggal dunia (pewaris) kepada seorang yang masih hidup (ahli waris) yang
berhak menerimanya baik harta benda itu sudah dibagi, belum terbagi, maupun
memang tidak dibagi. Pengertian dibagi pada umumnya berarti, bahwa harta
warisan itu terbagi-bagi pemilikannya kepada ahli warisnya dan suatu pemilikan
atas harta warisan tidak berarti pemilikan mutlak perseorangan tanpa fungsi

sosial*.

21 oc. cit, him,23
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2.4.3 Unsur-Unsur Kewarisan Menurut Hukum Waris Adat

Unsur-unsur waris adat terdiri atas : pewaris; harta warisan; dan ahli
waris.Berikut akan diuraikan beberapa unsur-unsur tersebut, yaitu **:
1. Pewaris

Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan
sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hudup, baik keluarga
melalui hubungan kekerabatan, perkawinan maupun keluarga melalui persekutuan
hidup dalam rumah tangga. Pengalihan harta kepada keluarga yang disebutkan
terakhir ini biasanya bersifat jaminan keluarga yang diberikan oleh ahli waris

melalui pembagiannya. Oleh karena itu, yang tergolong sebagai pewaris adalah :

a. Orang tua atau ayah/ibu

d. Harta yang menunggu, yaitu harta yang akan diterima oleh ahli waris,
tetapi ahli waris yang akan menerima itu tidak diketahui keberadaanya.
3. Ahli Waris
Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris,
yakni; anak kandung, orang tua, saudara, ahli waris pengganti (pasambei), dan
orang yang mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris (janda atau duda).
Selain itu, dikenal juga anak angkat, anak tiri, dan anak luar kawin, yang biasanya
diberikan harta warisan diantara mereka, selain itu, bisa juga diberikan harta dari

pewaris,baik melalui wasiat maupun melalui hibah.

* Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga. Jakarta : Raja Grafindo, 2016, him.205
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2.5 Hukum Waris Adat Karo

Beberapa pemahaman hukum adat dalam masyarakat hukum adat Karo,
bahwa hukum adat sebagai sub sistem dari adat istiadat masyarakat Karo sebagai
hukum tidak tertulis yang telah hidup dan menjadi bagian dari kesadaran hukum
masyarakat Karo. Adat istiadat bagi masyarakat Karo adalah tatanan kehidupan
masyarakat Karo, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, kelompok maupun
masyarakat dalam berbagai bentuk keperluan manusia setiap waktu. Sistem
hukum waris adat Karo bukanlah sebuah sistem yang berdiri sendiri, karena
berkaitan dengan konsep marga, kekerabatan sangkep sitelu, kepemilikan tanah
adat atau disebut tanah kemulihen. Setiap marga di tanah Karo memiliki marga
tanah yang menunjukkan asal kampung dari sebuah marga. Apabila terjadi
perubahan khusus menyangkut: kedudukan anak “Sebagai ahli waris sifatnya
kasuistis** N ' '

Pewarlsan mas‘yarakat adat Karo adalah pewarlsan berdasarkan dari garis
keturanan ayah da{am hal |n|\ yang berhak mewarls adalah anak laki-laki. Anak
perempuan tidak berhak menerlma warlsan hanya d|ber| baglan dari saudara-
saudaranya berdasarkan ‘5kekelengen” Tldak ada ketentuan porsr ‘anak perempuan
dalam hukum waris adat Karo Diihat dari berbagal aspek hukum ketentuan waris
adat ini mendlskrlmma3| hak kaum perempuan Mesklpun dalam ketentuan laki-
laki adalah kepala keluarga namun realita yangterjadl di masyarakat Karo, suami
dan isteri sama-sama bekerja untuk merenuhi kebutuhan rumah tangga. Dalam
hal merawat orang tua yang sudah lanjut usia, biasanya anak perempuan yang
lebih mengerti dan memperhatikan keadaan orang tuanya tersebut. Sejak kecil
hingga menjadi anak beru, peran anak perempuan dalam masyarakat Karo sangat
besar®.

Sistem pewarisan masyarakat Batak karo berkaitan erat dengan sistem
kekerabatannya yang menarik garis keturunan dari ayah, dengan kata lain
keturunan laki-laki akan mewarisi marga dari sang ayah serta menganut sistem

pewarisan individual, yakni setiap ahli waris akan dapat menguasai serta

4 Loc.cit, him.1
5 Ibid, him.27
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menikmati serta mengusahakan harta warisan menurut bagiannya masing-masing.
Dalam konteks pewarisan Batak Karo, anak laki-laki lah yang memiliki hak
mewaris sedangan anak perempuan beserta janda dari pewaris tidak berhak
mewaris, merekaa hanya memiliki hak untuk mengusahakan atau menggunakan
saja’.

Apabila pewaris tidak memiliki anak laki-laki, maka harta warisan harus
jatuh kepada saudara laki-laki si pewaris meskipun pewaris tersebut memiliki istri
dan anak perempuan. Hal yang melatar belakangi anak laki-laki lebih berhak
mewaris dibandingkan anak perempuan karena perempuan suatu saat pasti
menikah, dengan menikahnya seorang perempuan maka ia dianggap keluar dari
klan ayahnya dan masuk dalam klan suaminya yang ditandai dengan adanya
perkawinan jujur yakni wujud: ungkapari syukur~pihak laki-laki yang telah
menerima  anak 4 p‘erempuan yang dlplnang dengan’ adanya pemberian
(kompensasi) berupa uang ataupun barang berharga Iamnya darl plhak laki-laki
kepada pihak perempuan dlmana dalam bahasa Karo dlkenal dengan sebutan
“tukur?’. . A B :

Perbedaan hak‘yang d|m|I|k| oleh anak Iakl lakl dan sanak perempuan
dalam hal mewaris ini, menlmbulkan hubungan kekuasaan yang tidak seimbang,
dimana jelas nampak bahwa hukum adat Batak Karo tidak memberi peran yang
sederajat antara laki-laki dan pe.rempuan. Awalnya aturan hukum adat ini dapat
dipatuhi serta dilaksanakan oleh masyaraka'lt-édatnya, namun seiring berjalannya
waktu dan berkembangnya zaman, hukum adat ini mulai menjadi masalah dalam
sebuah keluarga Batak Karo. Hal tersebut dibuktikan dengan anak perempuan
mulai menuntut hak waris yang sama dengan anak laki-laki. Tuntutan yang terjadi
ini menimbulkan permasalahan bagi para ahli waris Batak Karo, dimana anak
laki-laki merasa keberatan terhadap anak perempuan beserta janda yang menuntut
haknya untuk mendapatkan warisan yang pada akhirnya berujung sengketa

waris®®,

| oc.cit, him.26
7 oc.cit, him.26
* Loc, cit. hIm.24
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Tidak ditempatkannya anak perempuan sebagai ahli waris menjadi
persoalan yang tidak terelakkan, sehingga muncul perkara di Pengadilan Negeri
Kabanjahe samapi muncul Keputusan Mahkamah Agung No. 179/K/Sip/1961
pada tanggal 23 Oktober 1961. Keputusan Mahkamah Agung tersebut menolak
kasasi yang diajukan oleh Langtewas Sitepu dan Ngadu Sitepu sebagai
Penggugat, dengan keputusan bahwa anak perempuan Rumbane Sitepu sebagai
anak perempuan dari Rolak Sitepu (ayahnya) dan Benih Ginting (ibunya),
memiliki kedudukan yang sama dengan anak laki-laki dalam hal mewarisi harta
dari kedua orangtuanya®.

Keputusan Mahkamah Agung tersebut memberi perubahan pada tatanan
hukum adat masyarakat Karo, terutama dalam hukum waris adat. Keputusan MA

tersebut dilandasi oleh TAMSi dari Putusan MA tersebut

bahwa MA menga ukum yanc i Indonesia juga di

Tanah Karo, sehinggasanak_pe aki bersama berhak atas
harta warisan, dala @ dengan bagian
anak perempuan. berdasarkan sila

waris adat Karo, pembagian, X\}pr‘ig ang Jaki-laki ‘adalah sama dengan

A

bagian anak perempuan®

9 Sonia Catrisia. Efektivitas Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
No0.179/K/Sip/1961 Terhadap Hak Mewaris Pada Masyarakat Batak Karo Di Kota Kabanjahe,
Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Jurnal : DIPONEGORO LAW, 2016, him.26

*0 oc.cit. him.3



